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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan mekanisme 
pemberian asuransi nelayan di lokasi sekaya maritim, serta mengetahui dampak yang 
timbul dan strategi pengembangan asuransi nelayan sehingga dapat dirasakan oleh 
masyarakat nelayan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang 
menyebabkan pentingnya kebutuhan asuransi nelayan yaitu jumlah anggota keluarga, usia 
nelayan, dan jam kerja nelayan. Nelayan penerima Bantuan Premi Asurani Nelayan 
(BPAN) yang telah memenuhi syarat diberikan Kartu Asuransi dan Polis Realisasi. 
Sebanyak 8 orang keluarga nelayan yang telah mendapatkan asuransi sehingga dapat 
meningkatkan ekonominya. Adapun strategi pengembangan asuransi nelayan yaitu nelayan 
yang telah memenuhi syarat peserta asuransi dapat menikmati asuransi setiap tahunnya. 
 




This study aimed to determine the level of need and mechanism of fishermen insurance in 
sekaya maritim, as well as to find out the impacts that arise and strategies for developing fishermen 
insurance, thus it can be felt by other fishing communities. Data collection were carried out by 
literature study and field studies through interviews, observation and documentation. Sampling was 
done with a purposive sampling method with total of 70 respondents. The results showed that 
several factors that caused the importance of fishermen's insurance needs were the number of 
family members, the age of the fisherman, and the working hours of fishermen. Fishermen who 
have fulfilled the requirements for Fishermen Premise Insurance Assistance (Bantuan Premis 
Asuransi Nelayan/BPAN) are given an Insurance Card and Realization Policy. A total of 8 
fishermen families have received insurance, hence they can improve their economic condition. The 
fishermen insurance development strategy is that fishermen who have met the insurance participant 
requirements can enjoy the benefit of insurance every year. 
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Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 
juta kilometer persegi atau 63 persen dari wilayah Indonesia, saatnya sektor perikanan 
menjadi urat nadi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan yang tak sekedar berporos pada 
pemenuhan pangan semesta negeri, tetapi juga mensejahterakan para pelakunya. 
Peningkatan produksi perikanan terus digulirkan pemerintah. Tahun 2016, target produksi 
perikanan mencapai 25,91 juta ton, meliputi perikanan tangkap ditargetkan 6,45 juta ton 
dan perikanan budidaya 19,46 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). 
Berdasarkan sisi konsumsi, target konsumsi ikan juga terus meningkat seiring 
pertumbuhan populasi dan kebutuhan pangan. Tahun 2016 ditargetkan 43,88 kg per kapita. 
Tahun 2019, pemerintah menargetkan konsumsi ikan nasional mencapai 50 kg per kapita. 
Namun, peningkatan target produksi dan konsumsi ikan belum sejalan dengan penambahan 
pelaku usaha. Di sektor perikanan tangkap, jumlah nelayan terus menurun, baik karena 
meninggal maupun beralih profesi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). 
Usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan seringkali dihadapkan pada 
berbagai macam kendala yaitu keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, rendahnya 
manajemen usaha kelompok dan rendahnya penguasaan teknologi serta keterbatasan skala 
usaha yang dilakukan oleh nelayan. Masalah-masalah tersebut sangat menghambat upaya 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan program 
terintegrasi yang bisa menjawab problematika sosial, ekonomi dan lingkungan nelayan. 
Kecamatan Bontoa adalah salah satu dari empat kecamatan pesisir yang memiliki 
tingkat penyebaran jumlah nelayan tertinggi. Berdasarkan total jumlah populasi nelayan 
Kabupaten Maros, sekitar 50% berada di Kecamatan Bontoa. Hal ini menjadi alasan 
Kecamatan Bontoa dijadikan sebagai sentra nelayan dan perikanan untuk Kabupaten Maros 
(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, 2017). 
Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan nelayan dan keluarganya 
adalah melalui kegiatan pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Berdasarkan 
uraian diatas, untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal tersebut sehingga penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan mekanisme 
pemberian asuransi nelayan di lokasi sekaya maritim, serta mengetahui dampak yang 
timbul dan strategi pengembangan asuransi nelayan sehingga dapat dirasakan oleh 
masyarakat nelayan lainnya. 
 
BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara 
dengan masyarakat terkait (nelayan dan aparat pemerintah) di lokasi kajian sebagai 
responden. Untuk mendapatkan data primer dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 
a. Persiapan 
Kegiatan ini berupa studi pendahuluan yaitu studi literatur, observasi lapangan, konsultasi 
dengan beberapa pihak yang ahli dan menyiapkan semua peralatan pendukung dalam kegiatan 
penelitian. 
b. Teknik Penentuan Responden 
Pengambilan sampel reponden dilakukan dengan metode purpossive sampling. 
Populasi dikelompokkan berdasarkan nelayan di 6 desa lokasi sekaya maritim, aparat 
pemerintah, dari Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial. Total sampel dihitung dengan rumus 
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Sugiyono (2011) dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 70 orang yang terdiri 
dari 60 orang nelayan, 6 aparat pemerintah, 2 orang dinas perikanan, 1 orang dinas sosial, 
dan 1 orang aparat pemerintah kecamatan.  
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa data 
penunjang baik dari Dinas Perikanan maupun dari Dinas BPS setempat serta studi literatur 
terkait. 
Analisis Data 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut: 
 
Di mana:  
Y       = Kesejahteraan nelayan 
a       = Konstanta 
B1-B6  = Nilai koefisien dari masing- masing variabel 
X1      = Pendapatan perikanan (Rp) 
X2    = Jumlah anggota keluarga    (Orang) 
X3   = Tingkat pendidikan formal (Rp.) 
X4   = Usia nelayan (Tahun) 
X5  = Pengalaman kerja sebagai nelayan        (Tahun) 
     X6  = Curahan jam kerja sebagai nelayan   (Jam) 
e   = Error, pendugaan koefisien variabel  regresi dengan metode Ordinary 
Least Square (OLS), sehingga nilai e (error) diminimalkan. 
 
b. Analisis Kesejahteraan 




NTN = Nilai tukar nelayan 
Pxi    = Harga komoditas perikanan 
qxi    = Kuantitas komoditas perikanan 
pyi    = Harga input produksi 
qyi    = Kuantitas input produksi 
pyj    = Harga barang konsumsi rumah  tangga 
qyj    = Kuantitas barang konsumsi rumah tangga 
Penarikan kesimpulan berdasarkan NTN adalah sebagai berikut: 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tingkat Kebutuhan Asuransi Nelayan di Lokasi Sekaya Maritim Persepsi Hukum 
dan Kelembagaan 
Faktor pendapatan perikanan, tingkat pendidikan formal dan faktor pengalaman 
kerja menjadi faktor yang tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan 
asuransi. Faktor jumlah anggota keluarga, faktor usia nelayan dan faktor curahan jam kerja 
sebagai nelayan menjadi faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
kebutuhan asuransi. Hal ini disebabkan, semakin banyak jumlah anggota keluarga seorang 
nelayan maka semakin besar pula biaya keluarga yang dikeluarkan. Untuk faktor usia 
menentukan besaran premi yang dibayarkan. Perusahaan asuransi menilai bahwa usia 
muda memiliki resiko berpenyakit yang lebih rendah daripada orang lanjut usia. Untuk 
faktor curahan jam kerja sebagai nelayan maka waktu yang digunakan untuk melakukan 
aktifitas penangkapan rawan akan terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan resiko 
mendapatkan kecelakaan semakin besar. 
 
Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan 
Pada saat tertanggung mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan 
kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di 
luar resiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka tertanggung 
atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim sebagaimana tercantum 
pada di bawah ini: 
 
Gambar 1. Mekanisme proses klaim 
Mekanisme pemberian asuransi nelayan dilakukan dengan rincian tugas sebagai 
berikut: 
a) Petugas Pendamping melakukan pendataan Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi 
Asuransi Nelayan (NCP-BPAN) dan membantu mengisi yang dipersyaratkan Form-
AN1 dan Form-AN2 beserta kelengkapannya. Selanjutnya petugas Pendamping 
membuat laporan Rekapitulasi data NCP-BPAN (Form-AN3) dan disampaikan kepada 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten/ Kota. 
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b) Kepala DKP Kabupaten/Kota menugaskan petugas Verifikasi untuk melakukan 
verifikasi NCP-BPAN. 
c) Petugas verifikasi membuat hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara 
Verifikasi (Form-AN4) dan disampaikan kepada Kepala DKP Kabupaten/ Kota. 
Selanjutnya Kepala DKP Kabupaten/ Kota menyampaikan NCP-BPAN kepada 
kelompok Kerja (Pokja) Pusat dan tembusan  Kepala Dinas Provinsi. 
d) Pokja Pusat memerintahkan Petugas Validasi untuk melakukan validasi terhadap NCP-
BPAN. 
e) Petugas Validasi membuat  hasil validasi yang dituangkan dalam Berita Acara Validasi 
dengan melampirkan laporan Rekapitulasi data Nelayan yang diusulkan sebagai 
penerima BPAN untuk disampaikan ke Pojka Pusat untuk dijadikan sebagai dasar 
usulan penetapan nelayan penerima BPAN. 
f) Berdasarkan hasil validasi tersebut, Direktur sebagai Ketua Pokja Pusat mengusulkan 
nelayan penerima BPAN untuk ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal; 
g) Penetapan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas, 
dapat dilakukan secara bertahap bagi nelayan yang telah memenuhi persyaratannya; 
h) Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) dan pelaksana Perusahaan Asuransi selanjutnya pihak Pelaksana 
Perubahan Asuransi segera menerbitkan Polis Induk; 
i) Berdasarkan butir 8 di atas, pihak Pelaksana Perusahaan Asuransi segera menerbitkan 
Kartu Asuransi dan Polis Realisasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal. 
Upaya Kementerian dan Kelautaan (KKP) menjalankan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam pemberian asuransi nelayan dengan Bantuan 
Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni 
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pokja Asuransi Perikanan untuk Nelayan, 
2016) 
Manfaat Strategi Pengembangan Asuransi Nelayan 
Program bantuan premi asuransi nelayan ini diharapkan mampu mendorong 
produktivitas hasil tangkapan nelayan yang lebih besar karena adanya jaminan dari asuransi 
nelayan tersebut dan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun jaminan yang 
didapatkan dari asuransi nelayan tersebut adalah nelayan yang mengalami kecelakaan dan 
memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap maupun meninggal dunia karena 
kecelakaan pada waktu melakukan penangkapan ikan maupun diluar aktivitas penangkapan 
ikan. 
Besaran santunan yang dapat diterima nelayan apabila kecelakaan akibat melakukan 
aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp. 200.000.000,- diluar aktivitas penangkapan ikan 
sebesar Rp. 160.000.000,- mengalami cacat tetap maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- dan 
memerlukan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan maksimal sebesar Rp. 
20.000.000,- 
Menurut Kusnadi (2007) menyatakan bahwa jaminan sosial nelayan memberi 
manfaat yang besar bagi nelayan dan kerluarganya karena dalam melakukan pekerjaan 
sebagai nelayan senantiasa apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan seperti kecelakaan 
dan kematin oleh nelayan. Hal tersebut juga sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 
Pasal 28H ayat (3) yang menetapkan” Setiap orang berkak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat’. 
 
                                                                                    
 




Kebutuhan asuransi nelayan di lokasi sekaya maritim dipengaruhi oleh faktor 
jumlah anggota keluarga, usia nelayan dan faktor jam kerja sebagai nelayan. Sedangkan 
faktor pendapatan perikanan, tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja menjadi faktor 
yang tidak berpengaruh positif dan signifikan. Penerima manfaat asuransi nelayan di 
Kabupaten Maros selama tahun 2017 ada sebanyak 8 orang. Sebagai penerima manfaat 
dapat melanjutkan aktivitas kehidupannya sehari-hari karena adanya santunan asuransi. 
Sedangkan strategi pengembangannya adalah nelayan yang telah memenuhi persyaratan 
peserta asuransi nelayan untuk dapat didaftarkan sebagai peserta asuransi nelayan untuk 
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